Mengingat

€.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten atau Kota dan dilaksanakan sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur
dengan Peraturan Menteri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan Perkotaan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 47 25);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun
2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019

Nomor 11);



Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar
Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2020 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2020
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.

3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan
ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang.
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Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur
ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang
melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan
tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang
dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya
disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang
bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada
rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang
pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis
nasional, dan RTRW Provinsi.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR
adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata
ruang.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah
bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten
yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau
yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang
bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan

terdiri atas beberapa blok.
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Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok
adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan,
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan
pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan
dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kota.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena ~mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota
terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan serta
merupakan bagian tidak  terpisahkan dari RTRW
Kabupaten /Kota.

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan adalah
pelabuhan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan
mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas,
berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam propinsi
atau dalam kabupaten.

Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat
SUTM adalah saluran tenaga listrik yang terletak antara gardu
induk dengan gardu pembagi, yang memiliki tegangan sistem
lebih tinggi dari tegangan terpakai untuk konsumen dengan
besaran distribusi listrik adalah 20 kV.

Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat
SUTR adalah saluran tenaga listrik berfungsi sebagai penyalur
tenaga listrik dari gardu-gardu pembagi atau gardu distribusi
ke pusat-pusat beban atau konsumen tenaga listrik dengan
besaran distribusi listrik adalah 220/380 V.

Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS
adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi
komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan
operator.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui
proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
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Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu
lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan,
yang terintegrasi dengan sistem Jaringan drainase makro dari
wilayah regional yang lebih luas.

Polder adalah suatu kawasan yang didesain sedemikian rupa
dan dibatasi dengan tanggul sehingga limpasan air yang
berasal dari luar kawasan tidak dapat masuk dan hanya aliran
permukaan atau kelebihan air yang berasal dari kawasan itu
sendiri yang akan dikelola.

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan
rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak
dimanfaatkan kembali.

Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat
IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang
limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan
air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

Tempat Pengelolaan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat penduran
ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah
ke media lingkungan.

Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara
langsung dan cepat dari satu lokasi kelokasi yang aman agar
menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya
atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau mahluk
hidup lainnya.

Tempat evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk
menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi
darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena
memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi
dan bentuk lahan di setiap lokasi.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budidaya.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau

karakteristik spesifik.
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Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari
fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai
sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan
berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya
buatan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
pemanfaatan ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah dokumen yang menyatakan
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya  disingkat PKKPR adalah dokumen yang
menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RTR selain RDTR.

Persetujuan Substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan
peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada
RTR secara hierarki.

Batas Daerah adalah batas daerah antar provinsi dan /atau
kabupaten /kota.

Sempadan Sungai dan atau Garis Sempadan Sungai adalah
garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan

sebagai batas perlindungan sungai.
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Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah
area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih Dbersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi
ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan
ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya
diatur dalam RDTR.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah
angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang
terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB
adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan
terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air
kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi
sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari
bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa
bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan

tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
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Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak
tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di
mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan
antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
Garis Sempadan Bangunan Samping adalah jarak minimum
yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan
tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ
adalah Dberbagai varian dari zoning konvensional yang
dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan
aturan Zonasi.

Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan/atau buatan
manusia, yang berada di atas maupun dibawah permukaan
bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala
tertentu.

Peta Dasar adalah Peta Rupabumi Indonesia yang
mengintegrasikan seluruh unsur peta dasar yaitu garis pantai,
hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, nama rupabumi,
batas wilayah, bangunan dan fasilitas umum, penutup lahan
yang terletak di darat, pantai, dan laut.

Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu
yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.
Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu
informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang
terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada
media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan
penggunaan informasi data spasial pada peta RTR.

Set Data Fitur adalah sekumpulan data dengan karakteristik
dan fungsi yang serupa.

Kelas Fitur adalah unsur terkecil representasi spasial yang
dikelompokkan berdasarkan bentuk geometri.

Simbolisasi adalah proses dan cara membuat symbol peta yang
merepresentasikan fitur yang berupa titik garis, dan polygon

yang berada diatas dan/atau di bawah permukaan bumi.






